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Tugas Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Krisis Kesehatan tahun 2020-2024 ini
merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap tugas yang diberikan kepada
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan. Dokumen Rencana Aksi ini tidak terlepas dari
Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-
2024, Kerangka Pembangunan Kesehatan, serta Kerangka Penanggulangan Bencana.
Dengan demikian, diharapkan Rencana Aksi ini dapat memberikan arah dan pedoman

dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan.

Dengan adanya Rencana Aksi ini, diharapkan tujuan dari kegiatan penanggulangan
krisis kesehatan dapat diwujudkan secara sistematis, terencana dan menghasilkan

pencapaian target yang terukur.

Jakarta, Februari 2020
=K Pusat Krisis Kesehatan




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dasar untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun
2020-2024 adalah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran
pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai
bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber
daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 —
2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari
17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta
indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Tujuh agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

Berkeadilan

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan
Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

A I

Pembangunan kesehatan 2020-2024 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap penduduk agar tewujud peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setingggi-tingginya, melalui perbaikan status
kesehatan, peningkatan status gizi masyarakat, serta pemerataan pembangunan
kesehatan antar wilayah dan status sosial ekonomi.

Perencanaan program penanggulangan krisis kesehatan 2020-2024 tidak dapat
dipisahkan dari program nasional pengurangan risiko bencana yang disusun oleh
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sasaran yang ingin dicapai dari program
tersebut adalah menurunnya indeks risiko bencana pada daerah yang merupakan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang Dberisiko tinggi. Arah kebijakan
penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk mengurangi risiko



bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat dalam menghadapi bencana. Strategi yang dilakukan adalah: (1)
Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan
di pusat dan daerah; (2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; serta (3)
Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam
penanggulangan bencana.

B. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan
a. Kondisi Umum

Indonesia tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian
besar di antaranya (>95 persen) merupakan bencana hidrometeorologis yang
terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya, antara lain puting beliung, banijir,
banjir bandang, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta cuaca
ekstrim. Oleh karena itu, agenda konvergensi antara adaptasi perubahan iklim
(API) dengan pengurangan risiko bencana (PRB) semakin ditingkatkan dalam
periode 5 tahun terakhir. Baik melalui kegiatan perencanaan adaptasi perubahan
ikim dan kebencanaan, serta peningkatan partisipasi aktif Indonesia dalam
perundingan dan kerjasama internasional.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada pusat-pusat pertumbuhan nasional
telah berhasil diturunkan. Capaian tersebut dihasilkan melalui pelaksanaan
program dan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh
kementerian/lembaga (K/L) bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat,
relawan, dan pelaku usaha dalam kerangka pengurangan Kkerentanan
(vulnerability) dan peningkatan ketahanan (resilience) yang menjadi titik simpul
konvergensi ancaman perubahan iklim dan kebencanaan.

Dalam rangka pengurangan kerentanan (vulnerability), capaian yang telah
diwujudkan adalah pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan
kapasitas adaptif di daerah-daerah rentan. Peningkatan kapasitas adaptif
dilakukan melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis pada sektor-
sektor prioritas; peningkatan SDM masyarakat yaitu kegiatan
penyuluhanpenyuluhan dan pelatihan; serta peningkatan regulasi terkait
ketahanan iklim pada sektor prioritas.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan (resilience) terhadap perubahan iklim
telah dilaksanakan kajian ilmiah bahaya perubahan iklim pada sektor-sektor
prioritas serta uji coba implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada 15
daerah percontohan. Peningkatan ketahanan iklim juga didukung dengan
penyediaan informasi iklim yang cepat dan akurat melalui program pengembangan



dan pembinaan meteorologi, klimatologi dan geofisika yang juga berperan penting
untuk mendukung pengurangan risiko bencana.

Selama kurun waktu 8 tahun (2010-2017) terjadi peningkatan 887 kejadian
bencana hidrometeorologi; sementara dalam kurun waktu yang sama, bencana
geologi meningkat 64 kejadian. Jenis bencana hidrometereologi dengan
peningkatan jumlah kejadian terbesar selama kurun waktu 2010-2017 adalah
puting beliung (363 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (346 kejadian), tanah
longsor (145 kejadian), banjir (105 kejadian), dan gelombang pasang/abrasi (17
kejadian). Meskipun sebagian besar kejadian bencana dipicu oleh faktor iklim;
namun karakteristik geologi yang berada di pertemuan antar lempeng juga
menjadikan Indonesia menjadi kawasan yang rawan dengan bencana geologis
seperti gempa bumi, letusan gunung api beserta potensi tsunami yang ditimbulkan.
Secara frekuensi bencana geologi ini memang jarang namun lebih berpotensi
menimbulkan korban jiwa maupun kerugian ekonomi dalam skala besar.

b. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan pengalaman dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat
bencana beberapa tahun terakhir dan hasil penilaian kapasitas sumber daya
kabupaten/kota dalam manajemen penanggulangan krisis kesehatan tahun 2015
sampai dengan 2017, memberikan gambaran bahwa pengurangan risiko bencana
belum menjadi bagian program pembangunan di Indonesia. Kabupaten/kota yang
mengalami bencana berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2013 termasuk wilayah yang
memiliki risiko tinggi dari ancaman bencana. Pusat Krisis Kesehatan melalui
program fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan kabupaten/kota
dalam pengurangan risiko krisis kesehatan melalui penilaian manajemen
penanggulangan krisis kesehatan, mendapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang
memiliki indeks risiko bencana dengan skor tinggi, sebagian besar belum
mengintegrasikan program pengurangan risiko bencana dalam program
pembangunan (Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten/Kota).
Karenanya secara tidak langsung keberhasilan program pengurangan risiko
bencana akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran program Indonesia
Sehat.

Sinergitas program pengurangan risiko bencana yang belum menjadi prioritas harus
sesegera mungkin harus dilakukan bersama program kesehatan lainnya secara
terencana, terarah dan terpadu di tingkat pusat dan daerah. Data yang bersumber
dari Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan menunjukkan bahwa
bencana berdampak di berbagai sektor kehidupan masyarakat maupun
pemerintahan termasuk di sektor kesehatan. Sepanjang tahun 2019, Pusat Krisis



Kesehatan telah memantau 2.969 kejadian bencana maupun potensi bencana dan
sebanyak 445 di antaranya berdampak krisis kesehatan. Definisi operasional krisis
kesehatan dalam sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan adalah bila
suatu kejadian menimbulkan populasi terdampak minimal 50 orang dan terdapat
korban meninggal atau luka berat/rawat inap atau luka ringan/rawat jalan atau
pengungsi atau faskes yang rusak.

Kejadian krisis kesehatan akibat bencana sepanjang tahun 2019 terjadi di 34
Provinsi dan 236 kabupaten/kota. Kejadian tersebut menyebabkan korban
meninggal sebanyak 796 orang, korban luka berat/dirawat inap sebanyak 2486
orang, korban luka ringan/dirawat jalan sebanyak 1.240.613 orang, pengungsi
sebanyak 465.306 orang, 251 fasilitas kesehatan yang rusak. Beberapa fasilitas
pelayanan kesehatan maupun sarana pendukung lainnya seperti ruang kantor dan
bangunan penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang mengalami kerusakan atau
tidak berfungsi, menyebabkan terganggunya atau terhentinya program-program
kesehatan.

Pendekatan dalam memahami penanggulangan krisis kesehatan adalah dengan
menggunakan konsep siklus penanggulangan bencana, yang terdiri dari tiga fase
penanggulangan bencana yaitu fase prabencana, fase tanggap darurat dan fase
pascabencana. Sesuai dengan amanat Sendai Framework bahwa kegiatan
penanggulangan bencana dititikberatkan pada fase pra bencana dengan
melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Yang dimaksud dengan
upaya pengurangan risiko bencana adalah upaya penanggulangan bencana yang
dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana (prabencana).

Tinggi rendahnya risiko bencana di suatu wilayah paling sedikit dipengaruhi oleh
tiga faktor yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas
(capacity). Risiko bencana di suatu wilayah berbanding lurus dengan tingkat
bahaya dan kerentanan di wilayah tersebut, semakin tinggi tingkat bahaya dan
kerentanan, semakin tinggi risiko bencananya. Sebaliknya, semakin tinggi
kapasitas menanggulangi bencana, akan semakin rendah risiko bencananya. Oleh
karena itu, prinsip pengurangan risiko bencana adalah melakukan kegiatan-
kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat bahaya dan kerentanan serta
meningkatkan kapasitas daerah sehingga dampak dari suatu bencana dapat
diminimalisir semaksimal mungkin.
Pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko krisis kesehatan yang telah dilaksanakan
tahun 2015-2019, permasalahn yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Masih Lemahnya Tata Kelola Penanggulangan Krisis Kesehatan di Daerah;
2. Pemerintah daerah belum mengintegrasikan upaya pengurangan risiko
bencana dalam perencanaan pembangunan;



3. Pencapaian indikator SPM Provinsi terkait Krisis Kesehatan belum optimal.

Berdasar pada hal tersebut di atas, Pusat Krisis Kesehatan dalam menetapkan
program pengurangan risiko krisis kesehatan dengan memperhatikan faktor-faktor
bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas (capacity) di
kabupaten/kota yang menjadi target lokasi.



BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Tujuan
Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Krisis Kesehatan tahun
2020-2024 adalah terselenggaranya upaya pengelolaan risiko krisis kesehatan yang
mengutamakan kegiatan pengurangan risiko krisis kesehatan melalui keterpaduan
antar program, pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan kegiatan disertai
monitoring evaluasi yang berkesinambungan serta peningkatan kapasitas daerah
dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan.

Indikator yang akan dicapai oleh Pusat Krisis Kesehatan bersifat dampak (impact atau
outcome) dalam peningkatan pengelolaan risiko krisis kesehatan di daerah, adalah:
1. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan penguatan dalam
pengelolaan risiko krisis kesehatan;
2. Jumlah dukungan yang diberikan untuk provinsi, dan kabupaten/kota dalam
upaya penanggulangan krisis kesehatan

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis kegiatan penanggulangan krisis kesehatan 2020-2024 yang
akan dicapai adalah meningkatnya pengelolaan risiko krisis kesehatan di daerah yang
merupakan lanjutan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2015-2019. Demikian juga
dengan indikator pencapaian dari sasaran tersebut adalah jumlah provinsi dan
kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya
pengurangan risiko krisis kesehatan dan jumlah dukungan yang diberikan untuk
penguatan provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Semua provinsi di Indonesia menjadi target Indikator Kinerja Kegiatan tahun
2020-2024 sedangakn untuk target kabupaten/kota dibuat berdasarkan skoring untuk
menentukan urutan prioritas pelaksanaan tiap tahunnya. Skoring tersebut dibuat
berdasarkan persentase kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut yang masuk
dalam IRBI Tinggi, persentase kabupaten/kota yang menjadi Prioritas Pembangunan
Nasional, persentase kabupaten/kota yang menjadi Prioritas Kota Sehat, persentase
kabupaten/kota yang masuk dalam kriteria Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), dan
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Semakin tinggi persentase di
atas, maka akan semakin tinggi skor yang diperoleh. Kabupaten/Kota yang sudah
pernah menjadi target kinerja Pusat Krisis Kesehatan tahun 2015-2019 tidak lagi
menjadi target dalam kegiatan tahun 2020-2024. Langkah selanjutnya adalah
membuat urutan provinsi mulai dari skor tertinggi sampai terendah. Provinsi-provinsi
dengan skor tinggi menjadi target prioritas pelaksanaan di awal-awal periode renstra
2020-2024.



BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Visi
Masyarakat terlindungi dari risiko krisis kesehatan melalui kemandirian dan
pemberdayaan kapasitas daerah dalam upaya pengelolaan krisis kesehatan (opsi 1).
Masyarakat yang mandiri dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dan menjadikan
Indonesia sebagai salah satu pusat pembelajaran bencana internasional (opsi 2)

2. Misi
a. Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat, akademisi dan dunia usaha
dalam upaya pengelolaan krisis kesehatan
b. Meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan krisis kesehatan

3. Tujuan
Terselenggaranya upaya pengelolaan krisis kesehatan yang mengutamakan
pengurangan risiko krisis kesehatan melalui keterpaduan antar program dan lintas sektor
dengan pemanfaatan teknologi informasi tanpa mengabaikan kecepatan dan ketepatan
dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan.

Visi, misi, dan tujuan Pusat Krisis Kesehatan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam
bentuk kebijakan dan strategi, seperti berikut:
a. Kebijakan
- Menitikberatkan kepada upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dengan tetap
meningkatkan kualitas untuk kegiatan tanggap darurat dan pascakrisis
kesehatan;
- Peningkatan kualitas dan pemerataan kemampuan sumber daya
penanggulangan krisis kesehatan;
- Pengarusutamaan penanggulangan krisis kesehatan dalam kebijakan maupun
kegiatan lintas-program, lintas-sektor dan masyarakat;
- Peningkatan peran provinsi dan kabupaten/kota dalam pengurangan risiko dan
penanggulangan krisis kesehatan;
- Penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk
peningkatan upaya penanggulangan krisis kesehatan;
- Optimalisasi pelaksanaan monitoring evaluasi untuk peningkatan kualitas
program yang berkesinambungan.



. Strategi

Memperkuat kerangka hukum penanggulangan krisis kesehatan baik untuk pra,
tanggap darurat dan pascakrisis;

Memperkuat manajemen risiko di daerah rawan bencana termasuk dengan
penguatan fasilitas kesehatan serta optimalisasi pemanfaatan epidemiologi
kebencanaan;

Meningkatkan standar kapasitas SDM pusat dan daerah;

Meningkatkan peran lintas-program, lintas-sektor dan masyarakat dalam
penanggulangan krisis kesehatan;

Meningkatkan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan krisis kesehatan,
termasuk dengan lintas program, lintas sektor, Organisasi Non Pemerintah
(Ornop), masyarakat dan internasional,

Penguatan daerah melalui dukungan pembiayaan dari berbagai sumber yang
dapat digunakan pada upaya pengurangan risiko dan penanggulangan krisis
kesehatan;

Menjadikan upaya pengurangan krisis kesehatan sebagai prioritas daerah;
Menyediakan dan memanfaatkan teknologi informasi

Mengembangkan dan melaksanakan monev secara berkala



BAB IV
TARGET KINERJA

A. Target Kinerja Pusat Krisis kesehatan

Berikut ini adalah sasaran, indikator kinerja dan target pencapaian kinerja dari kegiatan

penanggulangan krisis kesehatan seperti yang tercantum di dalam
Krisis Kesehatan tahun 2020 - 2024 :

Tabel 4.1

RAK Penanggulangan

Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja
Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2020-2024

Target Kinerja
Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja
2020 2021 2022 2023 2024

Pengelolaan = Meningkatnya upaya  Jumlah provinsi dan 117 Lokasi 123 Lokasi 124 Lokasi 124 Lokasi 124 Lokasi
Risiko Krisis | pengelolaan risiko kabupaten/kota yang
Kesehatan krisis kesehatan mendapatkan «50 Kab/Kota  «50 Kab/Kota «50 Kab Kota «50 Kab/Kota «50 Kab/Kota

penguatan dalam Tahun ke-1 Tahunke-1  Tahunke-1  Tahunke-1  Tahun ke-1

pengelolaan risiko

krisis kesehatan <51 Kab/Kota  «50 Kab/Kota «50 Kab/Kota «50 Kab/Kota «50 Kab/Kota

Tahun ke-2 Tahun ke-2

.10 Kab/Kota «10 Kab/Kota
Tahun ke-3 Tahun ke-3

«6 Prov. Tahun 7 Prov.
ke-1 Tahun ke-1

«6 Prov.
Tahun ke-2

Jumlah dukungan yang 35 Lokasi 35 Lokasi
diberikan untuk

provinsi, dan

kabupaten/kota dalam

upaya penanggulangan

krisis kesehatan

Definisi Operasional IKK 1 :

Tahunke-2 Tahunke-2  Tahun ke-2

« 10 Kab/ Kota « 10 Kab/Kota «10 Kab/Kota
Tahun ke-3 Tahunke-3  Tahun ke-3

7 Prov. 7 Prov «7 Prov
Tahun ke-1  .Tahunke-1 .Tahun ke-1

«7 Prov. «7 Prov. «7 Prov
Tahunke-2  Tahunke-2  .Tahun ke-2

35 Lokasi 35 Lokasi 35 Lokasi

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya

pengurangan risiko krisis kesehatan berupa :

1. Mendapatkan assessment/asistensi kapasitas daerah dalam
kesehatan;

2. Mendapatkan pelatihan Manajemen Bencana;

w

penanggulangan krisis

Pendampingan penyusunan peta respon dan rencana kontinjensi;

4. Menyelenggarakan Table Top Exercise Penanggulangan Krisis Kesehatan dan

Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

5. Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dalam Manajemen Sistem

Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan.



B. R

1.

Definisi Operasional IKK 2 :

Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan

krisis kesehatan berupa:

1. Mendapatkan dukungan tim penanggulangan krisis kesehatan dalam upaya
penanggulangan krisis kesehatan ;

2. Satuan lokasi dihitung berdasarkan waktu kejadian bencanalkrisis kesehatan
dan/atau jenis bencanalkrisis kesehatan.

Penetapan sasaran kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui surat
keputusan Kepala Pusat Krisis Kesehatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
pengurangan risiko krisis kesehatan dan penanggulangan krisis kesehatan.

encana Aksi Pusat Krisis Kesehatan 2020-2024

Tugas Pokok Dan Fungsi Pusat Krisis Kesehatan

Tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan nomor

a. Tugas
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan krisis kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, dan
kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi
dan informasi krisis kesehatan;

- Pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, fasilitasi
penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi dan informasi krisis
kesehatan;

- Pemantauan, pengelolaan informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta fasilitasi penanggulangan
krisis kesehatan; dan

- Pelaksanaan administrasi Pusat.

2. Rencana kegiatan Bagian dan Bidang

Rencana kegiatan masing-masing bidang dan bagian di Pusat Krisis Kesehatan
tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan (PMK)
Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan
krisis kesehatan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan
Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
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1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, dan
kesiapsiagaan; dan
2) penyiapan pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi,dan kesiapsiagaan.

Dalam menyusun rencana kegiatan Bagian Tata Usaha tahun 2020-2024 selain
mengacu pada tugas dan fungsi juga mempertimbangkan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan kebijakan teknis dan
pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan di bidang pencegahan, mitigasi,
dan kesiapsiagaan sehingga berbagai permasalahan dapat terselesaikan.

Identifikasi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut: (1) SPM Provinsi dan
petunjuk teknisnya sudah disahkan namun pelaksanaannya di lapangan masih
membingungkan, padahal hal ini merupakan payung hukum bagi Dinas Kesehatan
Provinsi untuk menganggarkan dana kegiatan pengelolaan risiko krisis kesehatan;
(2) Belum banyak SDM Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah terlatih untuk
membina Kab/Kota dalam pelaksanaan program 3 tahunan Pusat Krisis
Kesehatan; (3) Proses mendorong kemandirian Dinas Kesehatan Provinsi dalam
pengelolaan risiko krisis kesehatan perlu dilakukan secara bertahap dan disiapkan
pedoman, petunjuk tehnis maupun kurikulum modulnya; (4) Belum ada unit kerja
Pengelola Program Krisis Kesehatan di tiap Dinas Kesehatan di daerah sehingga
banyak kendala pelaksanaan program pengelolaan krisis kesehatan di daerah.

Atas dasar inilah Bidang Pencegahan, Mitigasi,dan Kesiapsiagaan perlu
melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
ada, antara lain melakukan penyusunan NSPK, peningkatan kapasitas petugas
Dinas Kesehatan Provinsi, dan pembagian anggaran dengan Dinas Kesehatan
Provinsi dalam pembinaan Dinas Kesehatan Kab/Kota di wilayah kerjanya serta
terus memantau pelaksanaan SPM Provinsi.

Rencana kegiatan Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan tahun 2020-
2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Rencana kegiatan Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
tahun 2020-2024

No Rencana Kegiatan 2020 2021 2022 2023 2024
1 Assessment Kapasitas Daerah 50 50 50 50 50
Dalam Penerapan Manajemen Kab/Kota  Kab/Kota ~ Kab/Kota  Kab/Kota  Kab/Kota

Penanggulangan Krisis Kesehatan

2 Pendampingan Penyusunan Peta 50 50 50 50 50
Respon Kab/Kota  Kab/Kota ~ Kab/Kota ~ Kab/Kota  Kab/Kota
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No

10

11

Rencana Kegiatan

Pendampingan Penyusunan
Rencana Kontijensi

Table Top Exercise

Simulasi Penanggulangan Krisis
Kesehatan

Workshop Manajemen
Penanggulangan Krisis Kesehatan

Workshop Nasional Dalam Rangka
Pengembangan Fasilitator
Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pendampingan Dinkes Provinsi
Dalam Penerapan Manajemen
Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pendampingan Dinkes Provinsi
Dalam Pelaksanaan Simulasi
Penanggulangan Krisis Kesehatan

Review NSPK

ITC Disaster Risk Reduction

2020

54
Kab/Kota

15
Kab/Kota

10
Kab/Kota

50
Kab/Kota

7 Prov

7 Prov

7 Prov

1
Dokumen

1
Dokumen

2021

50
Kab/Kota

15
Kab/Kota

10
Kab/Kota

50
Kab/Kota

7 Prov

7 Prov

7 Prov

1
Dokumen

1
Dokumen

2022

50
Kab/Kota

15
Kab/Kota

10
Kab/Kota

50
Kab/Kota

7 Prov

7 Prov

7 Prov

1
Dokumen

1
Dokumen

b. Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (FPKK)
Terkait tugas dan fungsi Bidang FPKK, target indikator kinerja kegiatan Pusat Krisis
Kesehatan tahun 2020-2024 dan amanat draf revisi Peraturan Menteri Kesehatan
nomor 64 tahun 2013, maka tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan
Bidang FPKK di akhir tahun 2024 adalah :

1.

2023

50
Kab/Kota

15
Kab/Kota

10
Kab/Kota

50
Kab/Kota

7 Prov

7 Prov

7 Prov

1
Dokumen

1
Dokumen

2024

50
Kab/Kota

15
Kab/Kota

10
Kab/Kota

50
Kab/Kota

6 Prov

7 Prov

7 Prov

1
Dokumen

1
Dokumen

mampu memberikan dukungan untuk penguatan provinsi dan kabupaten/kota
dalam penanggulangan krisis kesehatan,

memiliki petugas yang dapat melaksanakan RHA sesuai standar,

memiliki petugas yang dapat melaksanakan penilaian kerusakan, kerugian dan
kebutuhan pasca bencana,
mampu mengelola klaster kesehatan dalam tanggap darurat krisis kesehatan,

memiliki database EMT yang telah terdaftar untuk dimobilisasi dalam tanggap
darurat krisis kesehatan,

mampu mengelola EMT dalam tanggap darurat krisis kesehatan,
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7. terjalinnya komunikasi dan meningkatnya jejaring kerjasama antar program dan
antar sektor dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan.
Guna mencapai tujuan di atas, maka dikembangkanlah roadmap Bidang FPKK selama
tahun 2020-2024 sebagaimana berikut ini :

Roadmap Bidang FPKK

2024
2023 - Penyusunan
database EMT
- Sosialisasi
2022 - Penyusunan pedoman dan
database EMT SOP
- Penyusunan - Sosialisasi - Reviu pedoman
database EMT pedoman dan SOP dan SOP
- Sosialisasi pedoman - Mobilisasi tenaga - Mobilisasi tenaga
2021 dan SOP kesehatan kesehatan
_ Mobilisasi tenaga - Pertemuan klaster - pertemuan klaster
. Eggﬁiﬁgﬁ? %(:E_\ kesehatan g dan subklaster dan subklaster

- Penyusunan SOp - Pertemuan klaster
Pelaksanaan dan subklaster
penilaian
2020 kerusakan,

kerugian dan
- Penyusunan Pedoman kebutuhan pasca

pengelolaan posko bencana
klaster kesehatan - Penyusunan
- Penyusunan Pedoman database EMT

EMT-CC - Mobilisasi tenaga
- Penyusunan database | .cohatan
EIVIT. o - Pertemuan klaster
- Mobilisasi tenaga dan subklaster
kesehatan - Sosialisasi
- Pertemuan klaster dan pedoman
subklaster

Rapat Koordinasi Klaster dan Subklaster Kesehatan

Klaster dalam penanggulangan bencana merupakan konsep pengelompokan gugus
tugas yang dibuat berdasarkan kesamaan fungsi dari berbagai instansi/organisasi ketika
mereka terlibat dalam penanganan dampak bencana. Berdasarkan Keputusan Kepala
BNPB nomor 173 tahun 2014, dibentuklah 8 klaster nasional dalam penanggulangan
bencana, salah satunya adalah klaster kesehatan yang di tingkat nasional
koordinatornya adalah Kepala Pusat Krisis Kesehatan.

Sedangkan subklaster di bawah suatu klaster merupakan pengelompokan gugus
tugas yang lebih spesifik yang dibuat berdasarkan kesamaan fungsi dari berbagai
instansi/organisasi di bawah suatu klaster. Pada saat ini, di bawah klaster kesehatan
terdapat 9 subklaster yaitu subklaster pelayanan kesehatan; subklaster pengendalian
penyakit, penyehatan lingkungan dan penyiapan air bersih; subklaster KIA dan
reproduksi; subklaster kesehatan jiwa; subklaster DVI; subklaster gizi; tim data dan
informasi; tim logistik kesehatan; tim promosi kesehatan.

Klaster dan subklaster dibentuk pada masa prabencana dan diaktifasi pada saat
tanggap darurat bencana. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk pula klaster
dan subklaster kesehatan yang di dalamnya terdiri dari instansi/organisasi yang berbasis
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dan beroperasi di wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu. Pola pengelompokan klaster
dan subklaster di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengikuti pola pengelompokan
klaster dan subklaster di tingkat nasional.

Rapat koordinasi klaster dan subklaster kesehatan yang dimaksud adalah suatu
pertemuan guna memfasilitasi terjalinnya komunikasi dan meningkatkan jejaring
kerjasama antar instansi/organisasi anggota klaster dan subklaster kesehatan di tingkat
nasional. Pertemuan klaster kesehatan nasional akan diselenggarakan sekali dalam
setahun, sedangkan pertemuan subklaster kesehatan nasional akan diselenggarakan
sekali untuk setiap subklaster.

Mobilisasi tenaga dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan

Kegiatan mobilisasi ini merupakan bentuk dukungan Pusat Krisis Kesehatan
dalam penguatan provinsi dan kab/kota terkait penanggulangan krisis kesehatan.
Tenaga yang dimaksud adalah tenaga kesehatan dan nonkesehatan yang akan
dimobilisasi dengan pembiayaan Pusat Krisis Kesehatan untuk membantu pelaksanaan
pelayanan kesehatan (medis dan kesehatan masyarakat) maupun operasional
manajemen klaster kesehatan pada saat ditetapkannya status siaga darurat, tanggap
darurat atau pemulihan darurat suatu bencana oleh kepala daerah suatu wilayah atau
oleh kepala negara. Selain itu, mobilisasi tenaga juga bisa dilakukan pada kondisi lain
dimana tidak/belum ada penetapan status darurat bencana namun sudah terdapat
potensi terjadinya krisis kesehatan.

Tenaga yang dimobilisasi dapat berasal dari Pusat Krisis Kesehatan, lintas
program dan unit-unit pelaksana teknis di Kementerian Kesehatan serta dari luar
Kementerian Kesehatan dengan memperhatikan konsep pendekatan klaster dan
subklaster. Tenaga yang dimobilisasi berada di bawah koordinasi otoritas Klaster
Kesehatan setempat dan dikendalikan oleh Pusat Krisis Kesehatan. Pembiayaan untuk
mobilisasi tenaga dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan memungkinkan
dilakukannya mobilisasi tenaga kapan pun setelah ditetapkannya suatu status darurat
bencana.

Penyusunan database Emergency Medical Team (EMT)

EMT merupakan sekelompok profesi di bidang kesehatan dan pendukungnya
yang melakukan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat terdampak
bencana atau wabah dan kegawatdaruratan sebagai tim bantuan sistem pelayanan
kesehatan setempat pada masa tanggap darurat. EMT dapat berasal dari
instansi/organisasi pemerintah maupun dari masyarakat. Setelah ditetapkannya suatu
status darurat bencana dan diaktifkannya klaster kesehatan, maka EMT berada di
bawah koordinasi dan kendali koordinator subklaster pelayanan kesehatan.

Database EMT merupakan produk hasil registrasi EMT yang dibuat oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota. EMT meregistrasikan timnya pada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota di wilayahnya. Database EMT berisi informasi mengenai kapasitas
setiap EMT yang di dalamnya terdiri dari informasi mengenai jumlah personil,
kompetensi setiap personil, peralatan dan perlengkapan yang dimiliki serta profil
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instansi/organisasi yang menaungi EMT. Dengan adanya database EMT, koordinator
klaster kesehatan di Kabupaten/Kota dapat mengetahui jumlah EMT yang dapat
dimobilisasi dari wilayahnya, kapasitas setiap EMT dan dapat menjalin komunikasi serta
berkolaborasi dalam perencanaan penanggulangan bencana dan penanganan bencana.

Kementerian Kesehatan belum memiliki database EMT di seluruh wilayah
Indonesia. Ketika Kementerian Kesehatan harus memobilisasi EMT dari luar wilayah
suatu bencana, database ini akan sangat berguna karena dapat membantu
memutuskan EMT mana yang dapat mencapai wilayah bencana dalam waktu yang
singkat sehingga mempercepat respon time. Bentuk kegiatan dari penyusunan database
ini adalah suatu pertemuan yang di dalamnya disusun suatu mekanisme registrasi EMT
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan juga mekanisme
penyampaian data hasil registrasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian
Kesehatan. Sehingga nantinya dapat dipetakan kekuatan EMT di seluruh wilayah
Indonesia.

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Pos Komando Klaster Kesehatan

Dalam menjalankan fungsinya, klaster kesehatan memerlukan suatu pos
komando yang di dalamnya dilaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian, serta koordinasi dan dukungan operasional klaster kesehatan. Pos
komando klaster kesehatan merupakan representasi eksistensi klaster kesehatan yang
dalam praktik lapangannya memerlukan sarana berupa suatu tenda/ruangan beserta
perlengkapan pendukungnya. Pos komando klaster kesehatan sebaiknya berada satu
lokasi dengan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang dikelola oleh Badan
Penanggulangan Bencana dan juga berada di luar kantor Dinas Kesehatan sehingga
tidak mengganggu operasional sehari-hari Dinas Kesehatan.

Selain hal-hal yang sudah disebutkan di atas, terdapat banyak hal penting
lainnya berkaitan dengan pengelolaan dan kelengkapan pos komando klaster kesehatan
yang harus diketahui oleh koordinator klaster kesehatan dan berbagai komponennya
sehingga klaster kesehatan dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya.
Penyusunan pedoman ini merupakan upaya Pusat Krisis Kesehatan dalam membuat
suatu standar dalam pengelolaan pos komando klaster kesehatan.

Dalam penyusunannya, Pusat Krisis Kesehatan akan melibatkan beberapa
Dinas Kesehatan yang memiliki pengalaman mengelola pos komando klaster kesehatan
ketika terjadi bencana dan akan melibatkan berbagai instansi/organisasi pemerintah dan
nonpemerintah yang selama ini banyak terlibat mendampingi Dinas Kesehatan dalam
mengelola pos komando klaster kesehatan dan juga berbagai ahli/pemerhati
penanggulangan krisis kesehatan.

Penyusunan Pedoman Pusat Koordinasi Emergency Medical Team (EMT-
Coordination Center)

EMT yang terlibat dalam pelayanan medis bagi korban bencana, baik EMT yang
berasal dari dalam maupun luar wilayah bencana, perlu dikelola secara baik guna
menghindari beberapa hal yang merugikan bagi korban bencana maupun klaster
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kesehatan sendiri seperti misalnya terdapat wilayah yang tidak ada EMT atau terdapat
banyak EMT di satu wilayah, distribusi EMT yang tidak sesuai kebutuhan wilayah, tidak
adanya pelaporan dari EMT, EMT tidak terkoneksi dengan sistem pelayanan kesehatan
setempat dan berbagai permasalahan lainnya. Koordinator subklaster pelayanan
kesehatan bertugas untuk mengoordinasikan EMT yang memberikan pelayanan medis
kepada korban bencana di wilayahnya dalam suatu wadah yang disebut EMT-
Coordination Center (EMT-CC).

Personil yang terlibat dalam menjalankan EMT-CC melaksanakan hal-hal
sebagai berikut : meregister EMT yang bermaksud melakukan pelayanan medis,
mendistribusikan EMT sesuai kebutuhan wilayah, menyediakan form pelaporan dan
menerima laporan hasil pelayanan medis dari EMT, memberikan umpan balik kepada
EMT berdasarkan pelayanan medis yang sudah dilaksanakan, menjadi penghubung
bagi EMT terkait pemenuhan kebutuhan pelayanan medis lanjutan, memfasilitasi
kebutuhan operasional EMT seperti kendaraan dan logistik pendukung lainnya,
mewadahi forum koordinasi antar EMT dan lain sebagainya. Agar subklaster pelayanan
kesehatan dapat melaksanakan hal-hal tersebut, maka diperlukan suatu pedoman yang
bisa dijadikan acuan. Dalam penyusunannya, Pusat Krisis Kesehatan akan melibatkan
beberapa Dinas Kesehatan yang memiliki pengalaman mengelola EMT-CC ketika terjadi
bencana dan akan melibatkan berbagai instansi/organisasi pemerintah dan
nonpemerintah yang selama ini banyak terlibat mendampingi subklaster pelayanan
kesehatan dalam mengelola EMT dan juga berbagai ahli/pemerhati penanggulangan
krisis kesehatan.

Penyusunan SOP Pelaksanaan Rapid Health Assessment (RHA)

RHA secara umum berfungsi untuk mengumpulkan, menyusun dan menganalisa
data dan informasi mengenai status kesehatan penduduk, faktor penentu kesehatan
(gizi, pasokan air bersih, sanitasi, dan lain-lain) dan karakteristik layanan kesehatan saat
ini (cakupan, sumber daya, layanan yang tersedia, akses, dan lain-lain). RHA dilakukan
oleh tim RHA yang minimal terdiri dari Dokter Umum, Epidemiolog, dan Sanitarian.
Apabila dibutuhkan, dapat ditugaskan beberapa tim RHA secara bersamaan. RHA dapat
dilakukan pada status siaga darurat, tanggap darurat atau pemulihan darurat suatu
bencana.

RHA pada status siaga darurat suatu bencana difokuskan untuk menilai dan
menganalisis potensi resiko krisis kesehatan (ancaman, kerentanan dan kapasitas) yang
mungkin terjadi serta proyeksi kebutuhan kesehatan. Prinsipnya, RHA pada status siaga
darurat dilakukan jika ditemukan potensi risiko kesehatan atau jika ada laporan awal
kejadian dan hasil RHA dilaporkan secepatnya kepada para pengambil kebijakan
sebagai rekomedasi dalam penentuan tindakan. RHA pada status tanggap darurat suatu
bencana difokuskan pada penilaian dampak kesehatan masyarakat yang terjadi dan
proyeksi kebutuhan awal pada status tanggap darurat. Prinsipnya, RHA pada status
tanggap darurat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam pertama setelah terjadi bencana,
hasil RHA dilaporkan secepatnya kepada para pengambil kebijakan, RHA juga dapat
diulang setiap saat bila terjadi perubahan situasi yang signifikan. RHA dalam status

16



pemulihan darurat suatu bencana dilakukan untuk menginventarisasi kebutuhan untuk
pemulihan program bidang kesehatan.

Penanggungjawab pelaksanaan RHA adalah Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota/Provinsi atau Kementerian Kesehatan. Diperlukan suatu acuan yang
dapat digunakan oleh tim RHA yang berisi langkah-langkah detil pelaksanaan RHA yang
spesifik untuk tiap status darurat bencana.

Penyusunan SOP Pelaksanaan Penilaian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan
Pasca Bencana

Penilaian kerusakan, kerugian serta kebutuhan pasca bencana di bidang
kesehatan bertujuan untuk mengukur skala kerusakan dan kerugian bidang kesehatan
akibat bencana, serta kebutuhan sumber daya kesehatan sehingga dapat ditentukan
prioritas penanganan dan menentukan kebutuhan selama kegiatan pasca bencana.
Penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan sumber daya kesehatan pasca bencana
mendukung pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna) yang dilakukan oleh
Badan Penanggulangan Bencana. Penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan
pascakrisis kesehatan meliputi aspek fisik yaitu sarana fisik dan aspek non fisik yang
terdiri dari pelaksanaan pelayanan kesehatan, tata kelola pemerintahan dan risiko
kesehatan akibat bencana.

Penilaian kerusakan yaitu menilai kerusakan sarana fisik kesehatan (aspek fisik),
antara lain fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik dan
sebagainya), bangunan institusi bidang kesehatan (Dinas Kesehatan dan sebagainya),
obat dan perbekalan kesehatan serta prasarana perkantoran. Sedangkan penilaian
kerugian yaitu menilai aspek non fisik, antara lain menghitung pembiayaan lebih
(dibandingkan sebelum bencana) yang harus dikeluarkan oleh sektor kesehatan akibat
meningkatnya atau adanya kebutuhan baru terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu,
dinilai juga kerugian finansial akibat tidak berjalannya pelayanan kesehatan akibat
bencana.

Penanggungjawab pelaksanaan penilaian kerusakan, kerugian serta kebutuhan
pasca bencana di bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi
atau Kementerian Kesehatan. Diperlukan suatu acuan yang berisi langkah-langkah detil
pelaksanaan penilaian kerusakan, kerugian serta kebutuhan pasca bencana di bidang
kesehatan.

Sosialisasi Pedoman dan SOP serta Reviu Pedoman dan SOP

Pedoman dan SOP yang sudah disusun harus disosialisasikan secara meluas
kepada para pengguna dan penerima manfaat segera sesudah pedoman dan SOP
difinalisasikan. Sosialisasi dilakukan pada berbagai kegiatan Pusat Krisis Kesehatan,
tidak pada suatu kegiatan sosialisasi khusus. Agar tidak terdapat perbedaan dalam
penyampaian substansi pedoman dan SOP, perlu disiapkan dan disetujui bersama
materi sosialisasi yang terstandar. Sedangkan reviu pedoman dan SOP perlu dilakukan
apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan pada pedoman dan SOP. Reviu pedoman
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dan SOP akan melibatkan para pengguna dan penerima manfaat di akhir tahun periode
rencana strategis 2020-2024.

. Bidang Evaluasi dan Informasi (El)

Bidang Evaluasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan

teknis dan pelaksanaan dibidang evaluasi dan informasi krisis kesehatan, dan

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis dibidang evaluasi, pemantauan dan
informasi krisis kesehatan

b. Penyiapan pelaksanaan dibidang evaluasi, pematauan dan informasi krisis
kesehatan

Dalam menyusun rencana kegiatan Bidang Evaluasi dan Informasi tahun 2020-2024

selain mengacu pada tugas dan fungsi juga mempertimbangkan permasalahan-

permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaran kegiatan Bidang Evaluasi

dan Informasi, antara lain : (1) integrasi sistem penanggulangan krisis yang belum

maksimal, baik di Pusat maupun Daerah, (2) adapun sistem yang sudah ada belum

dimanfaatkan secara maksimal orang pengelola program krisis di daerah, (3) kapasitas

dan performa server Pusat Krisis Kesehatan (pengelola di Bidang El) yang belum

memadai (4) sarana prasarana teknologi informasi di Ruang Pemantauan yang masih

perlu perbaikan, (5) Pusat Krisis Kesehatan tidak memiliki tenaga teknologi informasi,

selama ini tenaga yang membantu merupakan pihak ketiga / rekanan.

Atas dasar inilah Bidang EIl perlu melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan
kendala dan permasalahan yang ada melalui kegiatan-kegiatan yang tercermin dalam
roadmap di bawah ini :

ROAD MAP 2020-2024

Mengembangkan design kebijakan dan

Mewuvuijudkan Sistem Informasi
Terintegrasi Dan Pelaporan Satu Atap

Meningkatkan keterpaduan dengan
akademisi dan LP/LS dalam
pengembangan kebijakan 8 pedoman

di bidang evaluasi, pemantauan, dan
informasi krisis kesehatan
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Subbidang Evaluasi

No

2020

Kajian Upaya
Pengurangan
Risiko Bencana di
10 Kab/Kota Rawan
Bencana

Rp. 493.000.000

Penyusunan Buku
Tinjauan
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Tahun 2019

Rp. 332.000.000

Penyusunan Buku
Profil
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Kab./Kota Rawan
Bencana Tahun
2020

Rp. 123.110.000

Pertemuan
Koordinasi Dalam
Rangka Perjanjian
Kerjasama Bidang
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Rp. 103.835.000

Pertemuan
Koordinasi Dalam
Rangka
Penguatan EoC
Rp. 105.000.000

2021

Kajian Upaya
Pengurangan
Risiko Bencana di
10 Kab/Kota
Rawan Bencana
Rp. 493.000.000

Penyusunan Buku
Tinjauan
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Tahun 2020

Rp. 332.000.000

Penyusunan Buku
Profil
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Kab./Kota Rawan
Bencana Tahun
2021

Rp. 123.110.000

Pertemuan
Koordinasi Dalam
Rangka Perjanjian
Kerjasama Bidang
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Rp. 103.835.000

Pertemuan
Koordinasi Dalam
Rangka
Penguatan EoC
Rp. 105.000.000

2022

Kajian Upaya
Pengurangan
Risiko Bencana di
10 Kab/Kota
Rawan Bencana
Rp. 493.000.000

Penyusunan Buku
Tinjauan
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Tahun 2021

Rp. 332.000.000

Penyusunan Buku
Profil
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Kab./Kota Rawan
Bencana Tahun
2022

Rp. 123.110.000

Pertemuan
Koordinasi Dalam
Rangka Perjanjian
Kerjasama Bidang
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Rp. 103.835.000

Pertemuan
Koordinasi Dalam
Rangka
Penguatan EoC
Rp. 105.000.000

2023

Kajian Upaya
Pengurangan
Risiko Bencana di
10 Kab/Kota
Rawan Bencana
Rp. 493.000.000

Penyusunan Buku
Tinjauan
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Tahun 2022

Rp. 332.000.000

Penyusunan Buku
Profil
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Kab./Kota Rawan
Bencana Tahun
2023

Rp. 123.110.000

Pertemuan
Koordinasi Dalam
Rangka Perjanjian
Kerjasama Bidang
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Rp. 103.835.000

Pertemuan
Koordinasi Dalam
Rangka
Penguatan EoC
Rp. 105.000.000

Rencana kegiatan Bagian Evaluasi dan Informasi tahun 2020-2024 dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 4. Rencana kegiatan Bidang Evaluasi dan Informasi tahun 2020-2024

2024

Kajian Upaya
Pengurangan
Risiko Bencana di
10 Kab/Kota
Rawan Bencana
Rp. 493.000.000

Penyusunan Buku
Tinjauan
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Tahun 2023

Rp. 332.000.000

Penyusunan Buku
Profil
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Kab./Kota Rawan
Bencana Tahun
2024

Rp. 123.110.000

Pertemuan
Koordinasi Dalam
Rangka Perjanjian
Kerjasama Bidang
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Rp. 103.835.000

Pertemuan
Koordinasi Dalam
Rangka
Penguatan EoC
Rp. 105.000.000
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Subbidang Pemantauan dan Informasi

No

2020

Workshop SIPKK
34 Provinsi dan 50
Kab/Kota target
2020, Lokasi :
Jabar

Rp. 750.000.000

Pelatihan (in
house training)
Petugas PKK
Rp. 50.000.000

Komik Safe
Community
Gempa Bumi
Rp. 250.000.000

Video Profil PKK
Rp. 195.000.000

Buku
Dokumentasi PKK
2019

Rp. 15.000.000

Leaflet Upaya
Kesiapsiagaan
Bencana

Rp. 40.000.000

Sosialisasi
Pameran (4 event)
Rp. 400.000.000

Sosialisasi PRB
(14 tempat)
Rp. 1.500.000.000

Cetakan
Rp. 150.000.000

2021

Workshop SIPKK
34 Provinsi dan 50
Kab/Kota target
2020, Lokasi :
Jabar

Rp. 750.000.000

Pelatihan (in
house training)
Petugas PKK
Rp. 50.000.000

Komik Safe
Community
Gempa Banijir
Rp. 250.000.000

Video PRB
Rp. 195.000.000

Buku Dokumentasi
PKK 2020
Rp. 17.500.000

Leaflet Safe
Community
Gempa Bumi
Rp. 40.000.000

Sosialisasi
Pameran (4 event)
Rp. 400.000.000

Sosialisasi PRB
(14 tempat)
Rp. 1.500.000.000

Cetakan
Rp. 150.000.000

2022

Workshop SIPKK
34 Provinsi dan 50
Kab/Kota target
2020, Lokasi :
Jabar

Rp. 750.000.000

Pelatihan (in
house training)
Petugas PKK
Rp. 50.000.000

Komik Safe
Community
Gempa Kebakaran
Rp. 250.000.000

Video Safe
Community
Gempa Bumi
Rp. 195.000.000

Buku Dokumentasi
PKK 2021
Rp. 18.000.000

Leaflet Safe
Community Banjir
Rp. 40.000.000

Sosialisasi
Pameran (4 event)
Rp. 400.000.000

Sosialisasi PRB
(14 tempat)
Rp. 1.500.000.000

Cetakan
Rp. 150.000.000

2023

Workshop SIPKK
34 Provinsi dan 50
Kab/Kota target
2020, Lokasi :
Jabar

Rp. 750.000.000

Pelatihan (in
house training)
Petugas PKK
Rp. 50.000.000

Komik Safe
Community
Gunung Api
Rp. 250.000.000

Video Safe
Community Banjir
Rp. 195.000.000

Buku Dokumentasi
PKK 2022
Rp. 18.000.000

Leaflet Safe
Community Erupsi
Gunung Api

Rp. 40.000.000

Sosialisasi
Pameran (4 event)
Rp. 400.000.000

Sosialisasi PRB
(14 tempat)
Rp. 1.500.000.000

Cetakan
Rp. 150.000.000

2024

Workshop SIPKK
34 Provinsi dan 50
Kab/Kota target
2020, Lokasi :
Jabar

Rp. 750.000.000

Pelatihan (in
house training)
Petugas PKK
Rp. 50.000.000

Komik Safe
Community Tanah
Lonsor

Rp. 250.000.000

Video Safe
Community Erupsi
Gunung .

Rp. 195.000.000

Buku Dokumentasi
PKK 2023
Rp. 20.000.000

Leaflet Safe
Comminity
Kebakaran.

Rp. 40.000.000

Sosialisasi
Pameran (4 event)
Rp. 400.000.000

Sosialisasi PRB
(14 tempat)
Rp. 1.500.000.000

Cetakan
Rp. 150.000.000
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d. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha memiliki tugas sebagai pelaksana administrasi di Pusat Krisis
Kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
3) Penataan organisasi dan tata laksana;
4) Pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan
perlengkapan; dan
5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam menyusun rencana kegiatan Bagian Tata Usaha tahun 2020-2024 selain
mengacu pada tugas dan fungsi juga mempertimbangkan permasalahan-
permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan administrasi di Pusat Krisis
Kesehatan sehingga berbagai permasalahan yang ada dapat terselesaikan.

Identifikasi masalah yang masih terjadi dalam pengelolaan administrasi di Pusat Krisis
Kesehatan adalah sebagai berikut: (1) tidak optimalnya pengelolaan BMN di PPKK
Regional/Sub Regional; (2) tidak efektifnya penggunaan belanja operasional di PPKK
Regional/Sub Regional; (3) banyaknya proses hibah BMN di provinsi/kabupaten/kota
yang belum selesai; (4) sulitnya mencari dokumen-dokumen penting (pengarsipan);
dan (5) belum adanya sistem pemantauan kepegawaian.

Hal ini akan berdampak pada adanya temuan BPK tentang BMN, tingginya biaya
operasional PPKK Regional/Sub Regional; pemanfaatan belanja operasional PPKK
Regional/Sub Regional tidak tepat sasaran; kesulitan mencari dokumen penting dan
membutuhkan waktu lama; dan lemahnya pemantauan hasil pelaksanaan tugas japlak
di Pusat Krisis Kesehatan.

Atas dasar inilah Bagian Tata Usaha perlu melakukan upaya-upaya untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, antara lain melakukan
percepatan hibah BMN kepada daerah/UPT, penataan PPKK Regional/Sub Regional;
pengembangan sistem kearsipan, dan pengembangan sistem evaluasi japlak di Pusat
Krisis Kesehatan sehingga tercipta kondisi yang diharapkan seperti BMN di Pusat
Krisis Kesehatan termanfaatkan dengan tepat sasaran dan tepat guna; belanja
operasional lebih efektif dan efisien; seluruh dokumen penting terarsip dengan baik
dan tersedianya sistem pemantauan penilaian japlak di pusat krisis kesehatan.

Rencana kegiatan Bagian Tata Usaha tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table
berikut:
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Tabel 4. Rencana kegiatan Bagian Tata Usaha tahun 2020-2024

Penataan
regional/sub
regional

Percepatan
proses hibah
daerah

Pengembangan
pengelolaan
kearsipan

Pengembangan
sistem
kepegawaian

2 Regional
* Papua
* Sumbar

40 lokasi

* Penataan arsip
aktif dan inaktif

» Pengembangan
Software
kearsipan

* Peningkatan
kapasitas SDM
arsiparis

Pengembangan
Sofware penilaian
japlak

2 Regional
» Jateng
* Sulut

40 lokasi

Digitalisasi
dokumen
penting

3 regional
o Sumut
* Sumsel
» DKI

40 lokasi

2 Regional
* Sulsel
 Kalsel

40 lokasi

2 regional
+ Jatim
* Bali

40 lokasi
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